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VISI:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON
BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN”

MiSI:

1. Kabupaten Cirebon BERBUDAYA :
Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan
nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat.

2. Kabupaten Cirebon SEJAHTERA
Meningkatnya Kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.

3. Kabupaten Cirebon AGAMIS :
Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa
menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika.

4. Kabupaten Cirebon MAJU :
Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga
menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh
peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.

5. Kabupaten Cirebon AMAN :
Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah
guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.

PROGRAM KERJA:

1. BERBUDAYA

a. Peningkatan pengelolaan, pengembangan dan peletarian kekayaan seni, budaya dan
kearifan lokal;

b. Peningkatan kualitas perlindungan dan pemeliharaan kesenian, adat, situs dan cagar
budaya;

c. Peningkatan tata kelola keragaman budaya dan kesenian melalui peningkatan
kreativitas seniman dan pemberdayaan kelompok pemerhati budaya;

d. Peningkatan promosi pariwisata dan budaya daerah berbasis keunggulan dan kearifan

local;



e.
f.

Penguatan kebijakan penetapan ciri khas daerah;
Penguatan kebijakan yang mendorong peran serta pemerintah desa di bidang

kebudayaan.

2. SEJAHTERA

A. PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT
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. Peningkatan kemudahan akses terhadap lapangan pekerjaan;

. Peningkatan kemampuan daya beli terhadap kebutuhan pokok;

Peningkatan layanan rehabilitas, perlindungan dan jasa sosial;

. Peningkatan penanganan fakir miskin dan anak terlantar;

. Peningkatan pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah sosial;

Peningkatan pola penanganan dan mitigasi bencana alam;

. Penguatan kebijakan yang mendorong peran serta pemerintah desa dalam
mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

B. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan dasar;

. Peningkatan profesionalisme dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan;

Peningkatan angka partisipasi pendidikan usia prasekolah dengan prioritas anak-

anak keluarga kurang mampu;

. Peningkatan alokasi Beasiswa bagi siswa tidak mampu dengan prioritas siswa yang
berprestasi;

. Peningkatan kuantitas dan kualitas tata kelola pendidikan formal, non formal dan
informal;
Peningkatan aksesibilitas program keaksaran fungsional untuk mendukung program
nasional bebas buta aksara;

. Peningkatan pelatihan keterampilan masyarakat dalam upaya mewujudkan
kemandirian dan lapangan kerja;

. Peningkatan budaya membacalliterasi masyarakat;
Penguatan kebijakan yang mendorong peran serta pemerintah desa di bidang
pendidikan.



C.KESEHATAN
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. Peningkatan kualitas pengelolaan penyelenggaraan kesehatan;
. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan khususnya

pada rumah sakit daerah dan puskesmas;
Peningkatan profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan;

. Peningkatan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan;
. Peningkatan promosi kesehatan, perbaikan gizi masyarakat dan lingkungan sehat;

Peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan kronis serta
pengendalian HIV AIDS;

. Peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan;
. Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita;

Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak;
Penguatan kebijakan yang mendorong peran serta pemerintah desa di bidang
kesehatan.

D. EKONOMI

a.

Peningkatan kualitas hasil produksi unggulan pertanian, perikanan, kelautan,
perkebunan, kehutanan dan peternakan untuk mendukung kedaulatan pangan dan
ekonomi kerakyatan;

. Peningkatan aksesibilitas pelaku usaha, pertanian, perikanan, kelautan,

perkebunan, kehutanan dan peternakan melalui penguatan kemitraan serta jaringan
pasar;

. Pengadaan infrastruktur dan sarana produksi alat pertanian, perikanan, kelautan,

perkebunan, kehutanan dan peternakan yang memadai;

. Penguatan Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan

peningkatan pelayanan kepada masyarakat;

. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian

daerah;
Peningkatan pengawasan distrbusi sarana dan prasarana produksi pertanian,
perikanan, kelautan, perkebunan, kehutanan dan peternakan;

. Peningkatan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengawasan distribusi bahan

bakar bagi nelayan;

. Penguatan kebijakan yang mendorong peran serta pemerintah desa di bidang

ekonomi.



3. AGAMIS

a. Peningkatan kondusivitas dalam pelaksanaan kehidupan beragama;

. Peningkatan dalam pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan

bermasyarakat;
Peningkatan kualitas layanan pendidikan agama;

. Peningkatan pembinaan lembaga sosial keagamaan;
. Peningkatan implementasi kesalehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat

berdasarkan nilai-nilai ajaran agama;

f. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan agama;
g. Peningkatan aksesibilitas layanan pendidikan keagamaan;
h. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan agama;
i. Penguatan kebijakan yang mendorong peran serta pemerintah desa di bidang
keagamaan.
4. MAJU
A.DAYA SAING

a. Peningkatan kompetensi, kreatifitas dan inovasi pelaku usaha mikro, kecil dan
menengah untuk meningkatkan produktivitas yang memiliki daya saing tinggi;

b. Peningkatan peran usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka penguatan
ekonomi masyarakat;

c. Penguatan kebijakan kredit usaha rakyat melalui BUMD:;

d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dan teknologi tepat guna
peningkatan daya saing usaha;

e. Peningkatan prestasi di bidang olah raga dan peranan pemuda dalam
pembangunan daerah;

f. Penguatan kebijakan yang mendorong kemudahan perijinan, insentif pajak dan
konsistensi kebijakan daerah untuk mendukung iklim investasi.

B. INFRASTRUKTUR

a. Peningkatan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan irigasi;

b. Peningkatan Infrastruktur daerah perbatasan;

c. Peningkatan penanganan sampah dan limbah secara terpadu;

d. Pengembangan infrastruktur pendukung dan penguatan kelembagaan untuk
mendukung pengembangan agrobisnis;

e. Peningkatan ketersediaan lahan perumahan rakyat dan ruang terbuka hijau;



f. Penguatan kebijakan yang mendorong pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui
penyediaan infrastruktur yang memadai.

C.APARATUR & BIROKRASI

a. Peningkatan disiplin, etos kerja dan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam
rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional;

b. Peningkatan mutu layanan publik yang cepat dan mudah dalam upaya
meningkatkan kepuasan masyarakat;

c. Peningkatan kualitas pengawasan melalui penguatan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) untuk mendukung akuntabilitas pemerintahan;

d. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis Teknologi Informasi
(Imy;

e. Peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN);

f. Penguatan kebijakan terhadap jaminan kesejahteraan aparatur pemerintah desa;

g. Penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penunjang pendapatan asli
desa;

h. Penguatan kebijakan untuk meningkatkan kemampuan keuangan desa;

i. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan Peningkatan
peranan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan

5. AMAN

a.

Peningkatan kerjasama antar umat beragama dan pemerintah daerah dalam rangka

menciptakan kerukunan antar umat beragama;

. Peningkatan kehidupan berdemokrasi yang sehat dan dinamis sesuai dengan norma

hukum yang berlaku;
Pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika;

. Peningkatan peran intelejen daerah (kominda),
. Peningkatan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan

masyarakat;
Peningkatan partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat serta kewaspadaan
terhadap keamanan lingkungan;

. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat dan masalah sosial;
. Pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal;

Penguatan kebijakan yang mendorong peran serta pemerintah desa di bidang

keamanan dan ketertiban masyarakat.
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